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Abstract

If we want to onalyze the refafionship hetween Jow and society on the theorerical
perspeciive, there are 1o Rinds of lawyers which are called professionol kovyers fadvoceior,
pofice, pullic prosccufor, judge) and coademic fawyers (lecrurer, observer, researcher).
For the professiona? fmvvers, Taw must be superior than society it order to implemented
social order. The aim of this agproach is fow o support the certainty of law. On the other
hand, other academicians wha are not lawyers, say that faw is a product of socif
interactions. f§ meams, few iy not perfect form and ## could be changed for following the
charging inferest of society. The third party who aabze low and society is academic
Lewyers whoe are groducted from law foonley, For them, the aim of law 15 how fo take wtility
v much as possible by combining the ceriainty of few and justice of law as equal
Therefore, theve are three knds of legal reasoning which are wsed as insiruments for
arlyoing the relationship between law and society. So, If condd be concludad their positions
took like dialectical theory which have three kinds of preposifion hike thesis (prafessional
lowvers), antithesis (ocademicians who are nof graduated from the faculty of Taw) and
spmthetic (ocademic Tawyers). Systemic legad reasoning is wnally wsed by professional
fewyers, critical fegal reasoming is nspally used by ofher academicions and reflective legal
reasoming is psually wsed by aeademic lawyers.

Eeywerds: Law, sociely, academic lawyers, professioral lovwpers, academician, certainty of
I, fustice «f low, wtilite of law, legal renvoning, dialeciicnd.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Wajah  pencgakan hukom  di
Indonesia sefak reformasi digulidkan
masih dirasakam begalan lanbat karena
disana-sini  masih ioerlikyt  sumbatan-
snmbatan terhadap pensgakan hekom
bila dilhat dari masih banyaknya
kasus-kasus  korupsi vyang  belum
tersclesaikan, batk yang terjadi di era
Orde Barn maupun kasus-kasus bam di
era  reformasi khosusnya kompsi,
karens kasus-kasus vang melilit orang-
orang yang tidak ponya backing politik
dan ekonomi cepat diproses sedangkan
kesus-kasuz yang melibatkan orang-
orang yvang punya power lambat proses

hukumnya Hal tersebut menimbulkan
kesan kuat adanya “tebang pilih®™,

Ada banyak argument yang dapat
dmtarakan sebagai  hipotesis  untuk
menjawab  permasalahan  terschut
Salah satinya adalsh  lemabnys
kompetensi  akademik para fowvers
dalam pemahaman dsn  penerapan
metrde analisis hokum  (fegal
reasoning) dalam pckerjaanoya sehari-
hari  klmsusnya  ketika  menyusun
penulisan  hukim  dalam  bentuk
memorandum  hukum  (Jewad  awudit,
legal opivion, legal memorandum),
schinggn bobot ilmiabnya menjadi
dipertanyakan.
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lulah sebabnya mengapa buku ini
mengulas  temtamg  Jeral  reasoning
sebagal instrumen metodologis yang
diperfukan oleh ahli hukum agar dapat
bekerja  secara  profesiomal.  Dengan
lemahmya penerapan legal reasoning,
maka penulisan hukum dalam bentuk
memorandum hularm hanya
berorientasi  padas memcenangkan
pedkara tapi kurang dapal mengungkap
noansa  kehenaran dan keadilan,
Akibainya tidaklah mengherankan bila
muncul Suars-suara yang meragukan
hokum  sebagai i, mengimgat
menang dan kalah dalam berperkara di
pengadilan mgpiad bersi Fat
wnpredictable  karena lebih  hanyak
ditemtukan oleh faktor-faltor di luar
hukwm (antara lain faltor politik dan
ckonomi), bukan oleh faldor hukum it
sendit schamgaa sulit duwjuk akar
kensepiual Jepaf  reqroning-nya oleh
Pengacara {menyasun gugalan), Jaksa
(memyson funtotan) dan Hakim
(memutuskan perkaray, dalam art tielak
konsistennya antara fegol reasoniag
schapal metode amalisis dengan teori
konsep dan paradigma filsatat hukum
yang melandasimya, ltulah sebabnya di
masyarakat mncil istilah-istlah vang
diplesetkan seperti : KUHP menjadi
“Karena Uang Habis  Perkara™,
HUKUM DAGANG menjadi “Dagany
Hukum”, PENGACARA  monjad
“Ponganggwran Banyak — Acara”™,
HAKTM mempadi “Hubungt Aku Kalan
Ingin  Menanpg”, POLIS]  menjadi
“Putar Otak Lihat Siuasi™ dan JAKS A
menjadi “Jika Ada Kesempatan Sikat
Ampannya” {Zulfadli Barus, 2009, 2),

Rendahnoya penghargaan
masyarakat terhadap profesi hukuwmn
antarg lain hsebabkan oleh perilaku
sargang. hukum ity sendini yang tidak

profesional i bidongnya  karena
bekera tdak berdasarkan metodologi,
yaitn menerapkay pinsip-prinsip fegaf
FECSCOHING dalam menyusnn
memorandem hukum, Bila metodologi
menjadi pedoman kerja, maka semua
produk hokum yang hhasilkan cleh
teoritist  dan prakoss hokom  dapac
diverifikasi secara ilrniah,

Berdasarkan  argumen  (ersebut,
maka sudah saatoya kita mengubah
mitos  yang menyatakah  bahwa

kesuksesan seorang pencgak  hukum
{pengacarn, jaksa, hakim dan polisi)
dinkur dani ircome vang besar, kamr
yang bagus dan harta vang banyak,
melainkan pada fhktor profesionalisme,
vailu  apaksh  1n bekerja  secara
metodalogis alaw tdak. Meski punya
income besar, kanr vaog bagus dan
harta vang melnnpah tetapl  tidak
bekerja secara metodoloygis pada saar
melakukan periyelic kan dan
penyidikan { Pobigt) pembelaan
{Pengacara), penuniutan (Jaksa) dan
memenksa  serta  memulys  perkara
{Halam) maka 1a tidak tergolomg
profesional, melainkan the  bewapal
professioscdy,

Profesionalisme  dam  metodologi
adalah 2 (dua) hal wyang dapat
dibedakan, slapi  fdak  terpisah.
Sebagai cara menganalisis  sesuatu,
metodologi harus memenuht  prinsip-

prinsip ihmiah: Komsistensi,
obyekiivitas  dan  utilitas.  Artinys,
sesualn ity dikatakan benar  secars

Umish bila dapat diterima secara logis-
factual (obvektivitas), logis-sistematik
{konsistensi) dan pragmatis
{kemantaatan), Karenanya hila svalu
memorandum hukum tidak tenji secars
komsisten dan ohweklif, maka pastilah

manfaainya hanya untuk memenuhi

Jurnal Hulum Supremasi, Vol 11! No.d, Oldober 2007 - Maret 2010 e

kN
N

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta



hasrat menang dengan segala macam
cara {the end jusiifies the teans),
Tetapt bila memorandum hukum ini
terwji secara konsisten dan obyektil”
tnaka yang muncul adalah #he righ
means will conduel the right ends,
sehingga kemenangan yang diperoleh
berdasarkan  cara vang  benar
{penetapan fesal regioning yang tepat).
2. Permasalahan

Bila persepsi masyarakat
meragnkan hukum  sebugal  ilnm
dikarcnakan perilsku  para pencpak
hokum  vang  bekeda  ddak  secara
metodologis (menerapkan dengan tepat
fegal  reasoning) maka tahapan
berikutnya akan membuat masyarakat
Ldak akan percaya pada penyclesaian
konflik dun sencketa medalni prosedur
hukum (terutama proses litigasi) karena
masyarakat sudah terlanjur apriori
dengan Polisi, Jaksa, Pengacars dan
Hakim dengan memberikan  istilah-
istilah  plesclan  sepert; vang  sudah
diungkap di atas.

Konscknensinya, masyarakat
cenderung  menyelesaikan dengan
caranya semdiri {main hakim sendir).
Hila mi yang terjadi maka kehidupan
bersamia menjadi chaos karenn ukuran
salu-satumya  untuk  menyelesaikan
masalah adalah power bukan lagi nilai-
nilsi  kebenaran  dan  keadilan.
Akibatnya siapa yong kuat dialsh yanyg
benar dan adil Sedangkan pihak yang
lemah  selsla  menjadi pecundang
karena selalu salah dan selalu dijadikan
hembal. Inilah yang disebut “hukum
rimba” karena wkuran saty-sanmya
yang dipakai untok  menyelesaikan
konflik dan sengketa hamyalah power
atau kelmatan. Bila ini telah menjadi

kemannsiaan)

karena  kita
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sebagam

anggota  masyarakat telah bertinekah
ladku sama seperti hewsn yang selalu

menyelesaikan

dengan kekuatan semata.

B. PEMBAHASAN
1. Kerangka Pikir
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Skema  diatas  memperhhatkan
adanya hubungan sistermk  antama
filsafat  ilum  sebapai  paradigma

filosofis (teori-teori kebenaran ilmiah),
filsafar hulum sebagai teor hokwm
{mazhab-mazhab pemikiran), konscp-
konsep dalam ilmu hokum (tujuan
lukum, fingsi hukum dan bentuk
lukum} dan metode analisis hukum
fmodel-model fegal reasoning).

Hubumgan sistemnik tersebut diatas
mnenunjukkan adanya 3 (tiga) kelompok
pasangon  konseptual vang berbeda
antara satn dengan lain tetapi secara
interal  kelompok  memmjukkan
adanya konsistensi dan  dialektis.
Adapun  masing-masing  kelompok
tersebur adalah: Teor Koherenu
Logis Konsisten — Legal Positivivm —
Svsternic Legal Reasoning — Pencrapan
Hukum - Frofessional Lawyers {(lesis);
Teon Korepondensi — Lopis Obselctif —
Marhab Scparah Critical Legeal
Reasowing - Perubaban lhdoum -
Tmuwan Non Hukum { Antitesis); Teori
Fragmatis — Logis  Utiitas
Socrological Jurisprudence — reflective
Lega! Reasoning — Penepakan Hukom
— Avademu: Leawyers (Sintesis).

Drengan peta komseptual seperti ini
lebih memudahkan kit uolk cepat
memaharm  mongapa  praktisi hukum
selale berpolemik dengan thnuwan non
hukwn dalam banyak hal. Kuarena
TIETTIAT Imasing-masing pihak
menggunakan approach yang berbeda,
balk pads tataran paradigma, teord,
konsep dan metode analisisnya dengan
mengambil posisi yang antagonistis
{tesis dan antitesis). Scdangkan teoritisi
hukum (aeodemic  fowyersy  dapat
memjermbatani keduanya [runa
memnbangun sintesis, karena kelompok
mi familiar terhadap kedua modcl

sefentific approach, baik yang Jipakal
olch praktisi hukum maupun ilmuwan
non hukumn dengan lebih meneskankan
aspek  manfaat  schingpa  mampu
menggabungkan secara sinledts unsur-
unsur  kepastian  hukum  (logis
kongisten) sebagai ciri khas praktisi
hukomm dan wosuwr  keadilan  hukuin
{loms obyckil) vang meropakan ciri
khas ilmuwan hukum secara seimbang.
Artinya, bam teonitisi bukum, hulmm
semakin memberikon mentaat yang
besar bila mengakomodir unsur-unsur
keadilan hukum dan kepastian hmkum
secara seimbang dan proporsional. Jadi,
dalam pandangan  teoritisi  hulom,
bhuloun vang ideal itu adalah bukum
yang memberikan manfiyd  secara
maksimal dan sekatigus densan itu
memminimalisir  pemborossn,  Dengan
menyehmbangkan kedua unsar diarss
{kepasiian dan keadilan) maks tidaklah
dapat disangkal bahwa spirit ilmu
hukum adalih  kescimbangan. Ttulah
sebabiya mengapa perkembangan ilmp
Imkumn  adalah  sgjurah  jath  dan
banguonya teori-teorl  hukumn  dalan
kerangka menciptakan  kessimbangan
baru dan ketidakseimbangsn yang ada,
2, Teori-tcori Kebenaran Ilmiah

Bran  Pengaruhnya Terhadap

Analisis Hukum

Berbicara tentang kebenaran, ada 3
(tipa) teori yang membicarakannya
Teon Korespondens, Teori Koherensi
dan  Teori Pragmats, (Juun 8.
Sumantri, 1998: 253

Menurut teori koherensi, benar itu
adalah bilinana antara sat pertiyataan
dengan pemyataan lain tidak saling
bertentangan. Jacdi, benar itn vkurannya
adalah konsistenst, Sedanghkan menurat
teori korespondensi, benar itu adalah
apabila antara pemyataan  dengan
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kenyataan {obyek) tidak bertentangan.
Schingga yang menjadi ukuran benar

atan salah sk adalah kesesnaian
pemyaiaan  dengan  obyek.  ltulah
sebabnya, leom Ik memgusung
obyektivitas  sebagai  kriteria  benar

sccara ilmiah, Bila sesuatu telah lolos
dari kedua “sumingsm™  teoritis itu
barulah  diterapkam  dalam  1ataran
praktis, sehingpa lahirlah manfast yang
tidak jatuh pada egoisme sempit yaito
hanya mementingkan  kemenangan
kepentingan individu, kelompok dan
golongan, dengan mengenyampingkan
nhilzi-nilai kebenaran don keadilan,

Dengan  dasar pikiran  diatas,
SEOTANE dikategonkan sehapal

profesional  tergauny  pada  cara
kerjanya, vaitu apakah scsusi dengan
metode dilmiah atan bdsk. Denpan
pemahaman seperti itw, apapun karya
yang  dihaslkan  oleh  seorang
profesional dapat  diverifikasi sccara
ilmigh, tidak (crkecuali memorandum
hukum yang dihasilkan oleh praktisi
hudamrn.

Dengan orientasi
teoritist  dan  praklisn  hukam  akan
memandang  hokum  sebhagai  elosed
logical sysiem yany tidak mentolerir
adanya inkonsistensi antar unsur-unsur
datam sistem hukum. Dengan berfikir
sistomik seperti itu, lukun  harus
dimengerti  secara  logis-sistemik
schingga bila tidak dapat dimengerti
oleh akal schat maka aluran itu bukan
hukum dan karenanya tdak mengikat
alias tidak perlu dipatuhi. Jadi, hukum
i1 benar bila antara nilai-mla, azas-
fzas dam norma-normanya tidak saling
bertentangan baik pasal demi pasal
dalam satn undang-undang dan atan
dengan peraturan-petaturan lain sceara
horzontal dan vertikal, Dengan cara

konsistensi,
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mi, bukom tenjadi alat untuk
mewujudkan salah satu mjuan hukum
yaitu kepastian hukum dan karenanya
adalah logis bila fimgsi hukum menjadi
alat kctertiban sosial. Itulah scbabnva
mengapa bila ada perilaku masyarakat
yang bertentangan  dengan  hukum,
orang tersebut  dipaksa untuk patuh
pada hukum lewal mekanisme sanksi.
Karenanya, isu sentral pendekatin ini
adalgh  peperapan  hulum, karenz
asumsinya hukum tefah sempurna dan
final sehingga tinggal diterapkan,

Melaloi  orientasi  obyektivitas,
teorifisi dan praktisi bukam meliha
hukwin sebagai open logical system
sehingga hukum i dapar dipengarohi
oleh unsur-ymsur lain i luar hokon
(faktor-faktor sosiologis), Dengan kata
lain, hukum dilihat sccara empids
sebagai produk dan interaksi sosial.
Karena dinamika masyarakat lebih
cepat dari hukwm, maka hekum harosg
mengilutinya  melalui  perubahan
hukum agar hdak menjadi out of date.
Jad, hukwm itu benar dan wajib
dipatubi  karena s merypakan
represenfasi darik rasa kepdilan
masyarakat, Berhubung rasa keadilan
itu bersifat dinamis, maka hukum hars
Juga berubah mengikuti  dinamka
masyarakat, Itulah sehabnya, hukum
dalam perspektif ini ditujukan untuk
mewnjudkan  twjuan  hukum  yaitu
keadilan sehingga fungsi hukum pun
menjadi alat perubahan sosial, Karena
inlah mengapa isu  sentral dalamn
pendekatan  ini wdalah  perubahan
hukmn, karena asumsinya hukum itu
belum sempoma dan final, schingga
masih terbuka untuk ditubah,

Melalui ovientasi wtilitas, teoritisi
dan praktisi hokum melibat hukum
sebagal reswliomie dari closed lagical
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system dan open {ogical sysfem puna
dapat  displikasikan pada tataran
konkrit sebagai sarana problem solving
terhadap masalah yang ada, sehingga

bermanfast  bagli  imdividu  dan
masyarakat  dimana  hukwno lw
diberlakukan.  Ttelah  sebabnya  isu

sentral pada pendekatam imi adalah
gintesis dari perubshun hukem dan
penerapan hukum, yaitn penegakan
hukum.

3, legal  Posifivicm,  Historica!
Jurisprudence dan  Sociological
Jurisprudence

a Legal Positivism

Positivisme hukum sebagai aliran
filsafat hukum herasal dari
posifivismenya August Comte dalam
filsafat, Artinya, penerapan filsafat
positivisme  dalam  bidang  ihme
hukumlah yang melahirkan positivisme
honkum.  Karema Itn  untek  dapat
memahami positivisme hukum terlebih
dahuolo harns divlas pandangan August
Comte tentang apa 1w “posial” dan
“bukan positil”, yang oleh John Austin,
pelopor Mazhab  Hukum  Analitis,
digmbil alih puna dapat membedakan
antara hukum yang sebenarnya (hukum
positif) dan  bukan  hukum  yang
sebenamya (positive morality), Oleh
Mans Kelsen, pelopor Mashab Hukum
Murmni, mengemnkakan dasar
berlakunya hukum pesitif adalah murm
berdasarkan hukam dan bukan pada
faktor-faktor dilwar hukum (termasuk
nilai-nilai moal).

Dalam bukunya “ihe FProvince of
Jurisprudence  Defermined’,  John
Austin membagi  hukum dalam  dea
macan, yaitu hukwin yang dibuat olch
Tubhan (faw of Geedy dan hoknm vang,
dibnat olech manusia; Human  Laws
{(Soetikno, 1988: 55). Bagi Austin, Law

af {rod tidak memiliki arti junidis yang
peniing  bila  dibandingkan dengan
Human Lew, sehab dalam Positivisme
Hukum, tidak ada hubungan antara
hikum dengan hal-hal “bak™ dan
“buruk”, karcna itu ada dalam wilayeh
pertimbangan non yuridis. Bagi Aostin,

hulkwin  itu haruslash memberikan
adanya kepastian  hukwm, dan i
ditentukan  oleh  faktor yuridis it
sendin.

Adapun mengenai  Auman  fowy,
Austin membedakan  antara  hukum
yang sebenarnya (hulum positit) dan
hukutn yang tidak sebenamya (posifive
morality),  Untuk  dapat  dinamakan
hukum positif hamuslah  memenuhi
unsiw-unsur:  command  (penintah),
sanction (sanksi), dury (kewajiban) dan
sovereignty (kedaulatan). Bila keempat
elemen ini tidak dipenuhi, maka kaidah
im hanva sckedar posilive  morality
(Seetikno, 1988:  57).  Karenanya
tidaklah heran tila perhaban  John
Austin Jebih terkonsentras pada hukum
positif, karena 1 dapat  mrenjamin
adanya kepastian hnkum. Dengan dasar
terzebut  hokum o dilibat  Anstin
sebagai perntah dari yvang berdaulat
atau law is command of the sovereigrty
(Pomadi Purbacaraka dan M. Chidir
Ali 1981: 61,

Apabila John Austin melihat dasar
berlakunya  hukumn  itu  dari  aspek
pembuat hukwn (siapa yanp berhak
membuat  hukum)  yaitu sebagai
perintah  dari yang berdaulat, maka
Hans Kelsen dalam: menjelaskan fajuan
huknm sebagai sarana  mewyujndkan
kepastian hulaun lebih pada substansi
bulaun, vaitu mengapa soatu kadah
hukum itn berlakn.

Menumut Grundrorm theorie vang
dikemnukakannya, hukum itu berlakn

Jurnal Hukum Supremasi, Vol. Il No.l, Oktober 2009 - Maret 2010 537

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta



ZULFADLI BARUS: PENGARUH LEGAL REASONING TERHADAP...

karena didasarkan pada kaidah yang
lebih tinggi, demikian seterusnya secara
hierarchis  hingga wmpai  pada
tinpkatan wang tertinggi, yaitu nomma
dasar (grumdnorm) in sendiri. Dengan
perkataan lain, keberlakuan kaidah
hukum pada hakikatoya harus sesmal
dan didasarkan oleh norma dasar,
sebagai cita-cita hukum dari bangsa
tersebut.

Terlihat dengan  jelas bahwa
pandangan John Austin dan [lans
Kelsen sebagai tokoh-tokoh
positivisme  hukum — menempatkan

hukiim sebagai alat ketertiban sosial
karena hukum positit ditempatkan pada
posisi superior dibanding masyarakat,
sehingga tingkah  laku  amggota
masyarakat hmus menveswokan  diri
denpan keingiman hukum agar
kepastian hukum scbapal mjnan dapar
tercapai.

Dapat disimpulkan bahwa
positivisme  hubum  dan  rasionalisme
memiliki kesamaan karena sama-sama
menggunakan metode deduktif. Bila
rasionalisme  lchith  mementingkan
pikiran (subyek) daripada pengalaman
cermpirig  (obyek), positivisme  hukem

joga lebih menpotamakan  hukwm
pesitif (subyek) daripada masvarakat
{obyek) sehingga hukum  “lebih
penting”™ dibandingkan dengan
kepentingan-kepentingan individu
dalam masyarakat, sehingga
masyarakatlah yang harus

menyesuaikan din dengan  kehendak
hukurn posinf. Bila terjadi kesenjangan
antara keinginan masyarakat dengan
aturan hukum, maka masyarakatlah
vang hams  mengalah,  melalui
mekanisme sanhksi. Jadi pengaiuran
sanksi bagi pelangpar hukum adalsh
upaya paksa agar orang tersebut tidak

melakukannya lagi dikemudian hari.
Dengan begitu hulkum adalah sebapai
alat ketertiban sosial (law as a tool of
social order). Aliran ini melihat hukum
sebagal sesuatu yang final sehingga
isstie-nya adalah penerapan hukum,
bukan perabahan hukum. Dalam aliran
inilah berkembang konsep supremacy
af faw.

b. Historival Jurisprudence

Sedangkan Foedrich Carl von
Cavigny, selakn pelopor Mazhab
lmbim sejarah (fhistorical
Jurisprudence)  menvatakan  bahwa
hukum meropakan salah sam  faktor
dalam  kehidupan bersama  suaiu
bangsa, sehingga bersifat supra-
individual, suatu gejala masvarokat.
Suatu masyarakat lahir dalam scjarah,
berkembang dulam sejarah dan lenyap
dalam scjarah. Karcnanya, lepas dan
perkembangan  masyarakat  tidak
terdapat hukum sama sckal (Theo
Hujbers, 1982 118),

Bagi Savigny, hdak ada mamusia
individn, karena seliap manusia
merpakan bagian dari suatu kesatoan
vang lebih tingei yakni  kelnarga,
bangsa  dan pegara.  Karenanya,
kebudayasn dan hukum hanya dapat
berasal dari jiwa bamgsa (volkgeist).
Jadi, hukum 1tu tidak berasal dari
individu  yang mungkin  bersikap
sewenang-wenang, meluinkan dan jiwa
bangsa yang erat terjalin  dengan
sejarah.

Hukum bukan sesnatu yang otonom
tetapi merupakan bagian dari sejumlah
unsur yang namanyd velkgeist, arlinya
bila volkgeist berubah maka hukum pun
ikut berubah. Jadi perubahan hukum
mengikuti perubahan volkgeist.

Untuk dapat merunmuskan sunatn
hukurm  yang  sesuai  dengan jiwa
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bangsa, perln diselidiki dahelu apa
sehenarnyva  samamEat  jiwa  bumgsa,
manakah keyakinan-kcyakinan hangsa
yvang dapat menjadi dasar suatu tata
hukuin  vapg  memada,. Bila i
dilalaikan maka akan timbul bahaya
vaitu adanya jurang antara jiwa bangsa
dengan tata hukwn negara  (Theo
Hujbers, 1982; 199). Kadifikasi hukom
adalah salu saly contoh dimana sejarah
begalan  forus namon  hukum  telah
ditetapkan, sehingga  imi berarti
menghambat - pertkembangan hukwm
karena menghentikan  sejarah  pada
suatu gaat tertentn. Karena it dapat
dimengerd bila Savigty mengatakan
“Das recht nicht gemacht, aber o5 ist
und lebt nut dem volfe™: Hukuom it
tdak dibuat akan tctapi twmbub dan
berkembanyg bersamna masyarakat (Lili
Raspidi, 1982 45),

Pandangan ahran imi menghadickan
apa yang disebut dengan relativisme
hukum, schingea tidak ada hukum vang
berlaku universal, karena memang tiap
bangsa  mempmyai  vedkveist-nva
semdiri-sendin yang terikat oleh numg
dan walktu, Itu berartt 351 hukum akan
simpat ditentukan oleh pergaulan idup
e masa ke masa (sejarah). Dengan
begitn hawya terdapat sata swnaber yaitu
kesadaran tmkum  rakyat  (Eugenins
Sumaryono, L9887 36).

Karena kesadaran hukum rakyat itu
adalah  akwrnlasi  darn pengalaman-
pengalaman  ¢mpins  masyarakat dan
atau banpsa dalan kwren wakiue dan
iempat tertentu maka hnkum pun jogs
adalah  refleksi dari  faktor-faktor
empiris  tersebut.  Denpan  begitn
penerapan hisafat empirisme kedalam
bidang hnkum menghasilkan aliran
filsafat bukun, yattw mazhab ukom
sejavah (histomcal furisprudence).

Alitan imi sccara tegas menolak
hukum sebagal scsualu yanyg Anal dan
otonomi, melainkan hukom  disnggap
bagman dari masyarakat sebagai hasil
mterakst  sosigl. Bila kepentingan-
kepentingan dalam masyarakat berubah
maka hukumn harus menyesoaikan din.
Aliran  inilah  mengusung  tema
peruhahan  hukom  dengan  alazan
hulkum  fersebut kurang memberikan
tempat yang proporsional pada rasa
keadilan masvarakat. Datam alitan in
berkembang, kounsep  swpremocy  of
socteny
¢. Socifogical Jurisprudence

Eugen Frlicht zalah seorang tokoh
aliran pemikiran ini menjelaskan
perbedaan antara positive law dengan
fivigg low, Menurumys, hukum positif
hanya gkan efcktif berlaku bila selaras
dengan “hukom yang hidup” dulam
masyarakat  alauw  fving  few (il
Rasjidi dan B. Artef Sidharla, |988: 91)

Bagi  Tugen  Tirlicht,  hukum
perlama-lama bukanlah sebuah komsep
imtelektual  tetapi hmkum adalah
pengalyman - hidup  sebagni  realitas
hubungan antar manusia o sendiri,
bukan sesuatu yang formal melaimkan
sesuglu yvang eksistemsial, {Bemard L.
Tanya Cs, 2010: 147}

Mengapa Fugen Frlicht  lebih
condong ke fiving Jaw karcma 1
berpendapat bahwa kenyataan sosial-
lah vang melahitkan norma lukum.
Baginya, eckonomi adalah [aktor
dominan dalam membentuk kenyataan
soisal. [Dalam kehidupan yang berwarna
ekonomis imlah manusia menjadi sadar
akan kebutuhannya Kesadaran inilah
vang menjadi penyebab timbulnya
hokum yvang disebutnya schagal Mving
e, Dikatakan “hidup™ karema hukum
itu bukan sesuam yang ditambabkan
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dari liar tetupi  eksistensial dalam
sgjarah  suatu  masyarakal  lewat
kebiasaan vang lambet laun memikar
dan menjadi tatanan efektil sehingoa
kehidupan berjalan dalam tatanan it
Kelmatan mengikat “hukum yang

bidup” atau fiving law im tidak
ditenmkan  olch  wibawa negara
melainkan  Lerdaswrkan  hubungan-

hubungan dalam kelompok sosial itu
sendiri. Hukom adalah norma-norma
hulwm ataw rechisnormen seperti yang
dikutip clech W. Friedman dalam
bukunya “Tegal {eori"(Steven & Son
Limited, London, 1953). Selain itu ada
2 (duz) norma lain vang dimtrodusir
oleh Eugen Erlicht, yaitu:
Entscheidungs mormen  {(Donma-norma
keputusan} yang menjadi  pedoman
pengadilan dan rechivvafze (peraturan
penundang-indangan) sehagami produk
lepisiatif dan eksekutif Karena kedua
norma terakhir ini ditambahkan “dari
lvar” maka oleh Eugen Erlicht, kedus
kelompok nomma  ini tidek  dia
golongkan  sebagai  “hokum  yang
hidup™.. Akan tetapi bila noma-norma
im telsh menjadi bagian internal dan
masyarakat, maka ia berahh menjach
fiving law, karenma telah membumi.
(Bermard L. Tamya Cs, 2010: 142-143)
Roscoe  Pound  adalsh  tokoh
pemikir sociological jurisprudence di
Amerika yang terkenal denpan teorinya
“Law iv a Tool of Social Engineering”,
Menurutnya, hokwm  tidak  boleh
dibiarkan mengawang dalam konscp
logis analitis (logis konsisten) sehinges
lenggelam dalan teknis yiridis yang
terlampan eksklusif, melainkan hukum
harus didaratkan ¢i dunia nysta vang
penuh sesak dengin kebutwhan yang
saling  bersaing. Mengapa? Karena
strukior  masyarakat selaln  dalam
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kondisi yang kurang imbang, ada vang
terlalu dominan  dan  ada  yang
terpinggirkan.  Untuk  menciptakan
“dunia yang beradab”, ketimpangan-
ketmmpangan struktural ity pertu dilata
ulang  dalam  keseimbangan  yang
proporsional,

Dalam konicks keperluan seperh
imlah, maka hukum yang bersifat logis
konsisten  yang mendasari  fegal
positivism dan hukum vang bersifat
logis  obvekiilf  yang  mendasari
historical Jurisprudence yang
menggarmbarkan hukum  sebagai
realitas apa adanya tidaklagh dapat
digndalkan karena keduanya cenderung
mengukvhkan apa yang sudub ada
(konservatif) tidak mendorong
perubghan, maka untvk  menata
perubahsn diperlukan hukum progresif
sehingpa hukum  haryslah  berfungsi
sebagai alat rekayasa sosial (fow i fool
af social engineering). Tujuannya agar
hokum dapat berfungsi untuk menata
kepentingan-kepentingan  vang  ada
dalsm  masyarakat agar  tercapa
keseimbangan  yang  proporsional
sehingga tercipla struktur sosial vang
secara maksimal dapat  membenkan
kepuasan bayi sebanyak mungkin orang
dan  secara  bersamaan  mampu
meminimalisic  sebanyak  toyngkin
pemborosan  seperti dalam  bukunya
Satjipto Raharjo yang berjudol “Ilmm
Hukum™ {Ciira Aditya, Bandung, 2000)
d.  Analisis

Llraian tliatas memberikan
informasi  kepada  kita  bahwa
pandangan sociclogical jurisprudence
mencobs melakukan  sintesis  antary
legal  positivism yang lehih
menekankan pada kepastikan huloun
dungan Aistorical jurisprudence yane
lebih cenderung pada keadilan hukum,
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dengan menjadikan manfaat scbagai
fyjuan  hukum  guoa  mendorong
perubahan  kearah yang  diinginkan
sehingpa tidak bervbah tanpa arab dan
Juga tidak statis.

Kemana arah perubaban  akan
ditentukan oleh manfaat apa yanp mgin
diraih dengan cara merubah  strokiur
sosidl yvang tmpang menjadi seimbang
secarn  proporsional  apar  mampu
memberikan manfaal schesar-besarnya
bagi anggota masyarakat disatu s15t dan
meminimalisir schesar-besartya  pula
pemborosan.  Demgan begite hukum
dapat berfungs sebagai alar rekayasa
sosial (ferw ix o Inod  of  social
cHureering).

Schagal  sintesis,  socivlogical
jurisprudence  mengakoimodic  hal-hal
positif vang ada pada fegad positivism
(konsistensinya) dam histortcal
Jurisprudence  {aspmas keadilammya),
tetapi sekalpus dengan itu
mengeliminir  hal-hal  negatf  dan
keduanya, yaituz kecenderungan statis
yvang dapat menyebabkan tertinggal
dari dinamika masyarakat sehingga
menjadi ot of date (legal positivism)
dan kecendervngan perubahan  yanpg
sckidar berubah tanpa ada arah yang
ditgu secara lebih konkeit {(Risiorical
Jurispredence). Melalui cara sintesis,
sncicingical  furisprudence ingin
mengekaplorasi manfaat hukum dengan
cara menyeimbangken antara aspirasi
kepastian dan aspirasi keadilan hukum
sgcara scimbang. Schab, scmakin tidak

scimbang anlara keduwanyn maka
manfaat hokum  pun semakin
berkurang.

4, Legal Reasoning Sebagai Metode
Analisia Hulum
Metode adalah cara unfuk
memperoleh sesuatu, sehingya metode

vang salah dapat menychabkan kita

tdak  mempercleh  apa yanp  kita

inginkan demikian pula sebaliknya.
Bila metode ini diterapkan dalam

bidang  ibmu  menjadi  metodologi,
karena cara-cara  yang  diternpuh
haruslah  dapat  diverifikann  socama

iliah dalam arti benar secara ihmiah
(berdasarkan nilai-nilai ; obyektivitas,
konsistensi dan utilitas). Karena tujuan
hukum  disuson untuk  mewujudkan
keadilan dan kebenaran, maka hukum
ketika diterapkan akan bermanfaat
untuk mentransformasikan kontlik dan
sengkats  kepentingan  vany  ada
dimasyaralat menjadi kerjazama agar
dapat mewujudkan kehidupan bersama
menjach tertib dan sejabtera.

Legal Reasening schaga metode
analisis dalam bukuin adalah sistem
berpikir  yang  selwrgh elemen-
clemennya  haroslah  didak  boleh
bertentangan satn  denpgan  lainnya
schingga Tampu menjelaskan
fenomena hukwm secara thmiagh kareng
konsisten dan obtyvektif Sehab Tila
amtara clemen-elemennya ada
inkonsistens), maka sistem  berpikir
tersebut Hidak bisa bekerja alias bila
diterapkan schaga alat analisa maka
hasilnya menjadi kelirg karena tidak
konsisten dan obyeklill

Bila grand designnya adatah
penerapan hukum karena hukismmya
diangeap masih mampu menjawab
personlan-perscalan yang berkembang
di masyarakat, maka Legal Reasoning-
nya adalah sysiemic Legal Reasoning,

Menpapa? karena komponen-
komponen  pendukungoys  adalah

kepastian  hokury  (tujuan  hukum),
ketertiban  sosial  (funpsi  hukom),

closed logical system (cara borpkirn),
penelition  hukum  normatif  (jonis

Jurned Hulim Suprenel, Vol I No 1, Oltober 2009 - Maret 2010 541

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta



ZULFADLI BARUS: PENGARUH LEGAL REASOMNING TERHADAP...

penclitian hulum), interprestasi hnkum
{metode penemuan hukurmnya), bukum
dianggap superior tethadap Faktor-

faktor sosizl ataw hukwm  adalah
pengendali interaksi zosial
{asumsinya), deduktif {cara
penyimpulan), dan Legal Positivism
{mazhab filsafat hukum).

Sebaliknya, bila grand desigomya
adalah  perubahan  hudum  karena
dianggap hukumnya telah tertinggal
dari dinamika masyarakat, maka Lega/
Reasoning-nya adalah Critical Legai
Reasoning. Mengapa ? karena clemen-
elemen pendulumgnya  adalsh
keadilan (twyjuan hukum), perubahan
sosial {fungsi hulum), open logical
system  {cara  berpikir),  peneliliun
hukum  sosiologis  (jenis  penelitian
bukom), konstruksi hukum (penemusn
huknom),  holamn  dianggap  sebagai
produk interaksi sosial  {asumai),
induktif (cara penyimpulan), dan
historical  jurisprudence  (mazhab
filsafat hukum)

Akan tetapi bila grand designnya
adalsh penegakan hukum karena disaty
sisi ada pasal-passl tertentn dalam
undang-undang dengan status “cabany™
sudah tidak scsuai lagi dengan kondisi
riil masyarakal, tetapi azas hukumnya
yang mendasari disusunnya undang-
undang tersebut ternvata masih relevan
denggn  dinsenika masyarakat, maka
Legol Reasomingrya  adalah refleciive
Legal Keavoning. Mengapa ? karena
elemen-elemen pendukungnya adalah
utilitas (tujuan hukum), rekayasa sosial
(Nunygsi hukum), ofility of Logical
system  (cara Dberpikir), penelitian
hukum sosiologis Jan penelitian hukum
norotif (jenis penelitiannya), holom
adalah resultante antara hukum sebagai
produk interaksi sosial dan hukum

scbagai pengendali sosiul (asnmsinya),
konstruksi  hukwm  dan  interprestasi
hmkum (metode pememusn  hukum),
reflective thinking {cara
penyimpulannya}l  dan  sociological
Jurisprudence (mazhaly [ilsafst huloum)

Bila sarjana hukum serampanpan
menerapkan fegal Reasoning sebapai
metode  analisis  ketika ia  bekerja
mengngani kasug-kasus hukuwm maka

lentunya kesimpulannya akan
menyimpang dar tujuan karena ia tidak
konsisten  dan  obyektif  dalam
menerapkan elemen-elemen  yang
melekat pada metode analisisuya (fegal
FEGSORIRG). It menunjukkan
kompetensi  akademikmya  lemah
sehingga  terlihat tdak profossional

dalam menjalankean tugas,

Hukum sebagai  closed logical
systern dapat  dioperasionalkan lewat
model systemic legal reasoning, hukum
schagat open Jogical svstem menjaci
operasional  melalai  eritical  Tepal
reasoning dan hulum sehagai wility of
logical system menjadi aktual dengan
reflective legal reasoning.

Melalui  analisis  systemic  legal
reasoning, hukum  dilihat  sebagai
gejala vuridhs (indepencent vaviable)
yvang tidak tergantung pada Faktor-
faktor non yuridis (faktor sosiologis).
Akibatnya, hukum ilu berlaky karena
didasarkan pada “dirinya  sendiri”
{tidak bertentangan dengan peraturan-
peraturan yang lebih tinggi dan atag
lebih rendah secara vertikal dan atay
tidak saling tumpang-lindih secara
horizostal). Jadi, kata kuncinva adalah
konsisicnsi dan sistematis. Memang
cara i terlihat “kaku” dan “dingin™.
Inkatakan “kakn”, karena masvarakat
tumpa  terkccuali  harvs  mengikut
maunya huknm  karema  masyarakat
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adalah “pelayan™ hukum. Dikatakan
“dingin”, katena kebemaran  logis
mendasari semna analigis bukum tanpa
mengikutsertakan perasasn  sehingga
ving lelith divtamakan adaloh ide
persamaan bukan 1de perbedaan guna
menggapal kepastian hnkom.

Melalui  analisis  critical  fewal
regsoning,  hukwm  dilihat  sebagai
gcjala sosial (dependent variahle) yang
sangal terganiung pada faktor-Taktor
sosiologts {ckonomi, politik dan lain-
laim). Hal ini mengakibatkan hukum
berlake hila sesuai dengan realitas
sosial. Denpan cara pandang int, kita
biga mengetti bila hukum  dangeap
scbagai produk politik, karena hukuwm
diasumsikan sebagai produk interaksi
sosial, Berdasarkan asumsi ini adalah
benar hila hukum adalah “pelayan™

masyarakat, sehingga hukum  harus
berubah mengikutt  kepentingan-
kepentmgan  yang  ada  dalam

masyarakat. Jadi, katz kuncinya adalah
krtelak pada fakior obyekiivitas, vaitu
hakmmn hams sesnai dengan ohyek yang
ada (fakts sosial). Metode ini terasa
“fleksibel” dan “hangat”. Dikatakan
flekaible karena hukum dapat berubah
mengikuti  perubahan  rasa  kcadilan
vang tambub  dan  berkembuange
ditengah-tengah masyarakat. Dikatakan
hangat karena kebenaran empitis vany
mendasarinys  menjadikan hukum
tersedha mengakomodi ide-ide
pethedaan vang ada dalam masyarakal.

Melals reflective legal reasoning,
hokum dilihat sebagai gejala sosial dan
gejala ywridis secara kanealitas, seperti
mata uang ia memiliki dua 31, vaitu
sisi sosial dan sisi yuridis, Sebagm
mata nang ia dapat berfimgsi sebacai
alat tukar bila kedua sisinya ada secara
bersamaan. Bila salah satn sisi tidak

ada maka usng terscbut tidak dapat
digungkan sebagai alat wkar. Bila
hukum dianalisis melalui spstemic fegal
reasoning Vang mementingkan
kepastian hukum dan  critical lepal
redasoning  yang mementngkan
keadilan, maka analisis reflective legaf
reasoning  mementingkan  keduanya
(kepastian dan Lkeadilan sehingga
becmanfaat). Melalui analisis reflective
legal  reasoning  ini, maka lfongs
hukom tdak lagi  dilihat  sekedar
schawai alit ketertiban sosial saja atan
hukurn scbapgai alat perubahan sosial,
melainkan funpsi hukom telah menjadi
alat tekayasa sosial  Jadi melalu

reflective legal  regsoming,  isn-isu
perubghan hukum  dan  penerapan
hubum disintesiskan mcnyjadi
penepakan  hikuym. Attinya,  rasa
keadilan dalam masgyarakat  yang
mendorong  munculnya  perubahan

hukum adalah merupakan  bahan
dasanrva vang untuk selanjutnva diben
beotuk  oleh kepastian hokum.
Analoginys sepertl tanah liat Sebapsi
baban dssar, tanah hat belum memilild
bentuk terlenty, Kemodian tomah liat itn
diberi beniuk olch akal pikiran
berdasarkan ide levtentu, (misulnya
bentuk asbak tokok), maka tanah liat
iupun  kemmudian  berubab  menjadi
asbak rokok. Jadi rasa kcadilan vang
masth absirak itu hisa berubah-ubah
dart wakty ke waktn dan kemudian
diberi  bentuk  perundang-undangan
{hwazm  positif).  Dengan  begitn
keadilan tidak hanwa sekedar wacana
(seperti tanah Haf), tetapi telah asbak
rokok (memiliki bentuk tertentu).
Karena telab diben  “baju”  vang
namanya  undang-undang, — maka
kcborlaknannya dapat dipaksakan ddak
hanya sekedar wacana.
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Berbicara tentang ihmu (termasuk
ilmu hulanm) terkandung 2 (dua) hal
penting yang menupakan obyeknya
yaitu obyek forma dan obyek matenia,
Obyek materia membicarakan
substansi ilmu sedangzkan obyek forma
mengulas tentang sudul pandang ketika
substinsi itv dianalisiz. Perbedaan antar
disiplin ibmu dapat dischabkan cleh
perbedamm obyek matcrianya
sedanghkan perbedaan pendupuat dalam
salu  disiplin ihme dapat disebabkan
oleh perbedaan sudut pandang (obyek
foring). Misalnva, meski soma-sama
menjadikan manusia schagal  obyek
materia, nanmn idmu sosiologd dan ilmu
hukum  berbeda  karena  herbedanya
obyek farma,  Amtinya, sosiolog
melihat mamesia dan sudut perbukaran
kepentingan melalul interaksi sosial,
namun hokum melihat manusia dun
sudut nomma hukum vang menganr
mteraksi sosial tarsebut apar kehidupan
bersamy dalam  masyarskat menjad
tertib.

Bila dikwtkan dengan  /fegal
reasoping maka  perbedaan sudut
pandang dalam melihat nomma hukwm

dapal  mengakibatkan  munculnya
model-mode] fegal reasoring sebagm
sistem  pemildran  hukum,  yaitu

systemnic fegral reasoning, critical legal
reasoning  dan  reflective fegal
FEELSIRTRD.

5. Legal Reasoning dan C'ara Kerja

Lawyers
Bila diamati secars scksama, ketiga
model  fege!  reasoning diatas

berpengaruh  ferhadap cara  pandang
para ahli hukum (teoritisi dim praktisi)
lentang apa. bagaimana, dan concern
mercka  terhadap fenomena hubungan
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praktisi hukum (hakim, jaksa, polisi
dan pengacara) sangat dipehgaruhi oleh
Systemic legal reasoming dan teoritisi
hukum {dosen, peneliti dan pengamat
termasuk kalangan non hukum) sangat
dipengarnhi  oleh  critical  Jegal
reascring. Cletapl pada lataran prakiis,
keduanya dipertermukan dalam metode
mnalisis relective legal reasonimg.
Ketika seorang prakiisi hukum
akan bekerja (melakukan penyelidikan
dan penyidikan oleh Polisi, memyusun
pembelaan olch Pengacara, melakukan
penuntutan oleh Jaksa dan remeriksa
sertda memuiug perkara oleh Halkdm),
maka ia  ferlelh  dshuly  harns
memegang asumsi bahwa hukum im
telah fimal dan sempurna schingga
tinggal ditcrapkan, Atau hukum ila
memiltki  posisi  yamg  superior
dibandingkan  dengan  fuktor-faktor
lainnya. Karenanya hukum tidak boleh
dilihat sebags sesvatu yang masih
dapat diperdebatkan {debatabie). Sebub
bila asumsi i tidak dijadikan dasar
bopijak, mereka tidak aksn dapat
mulsi bekerja. Selain ity mercka terkat
deael fine sehingga tidak cukup wakm
uptik mempetanyakan apakah yndang-
undang  vang akan dipakai untuk
menyelesaikan  kasus  huloum oty
bersifat final atan tidak. Misalnya, bila
dalam tengang wakiu 14 hLar kerja
seorang pengacara tidak mengajukan
memort banding maka is dan kliennva
dianggap telah menerima Putngan
Pengadilan Negeri schingga putusan itu
bersifal  wmkracht sehingga  dapat
dilalnkan eksekusi, Analoginva sama
dengan seorang yang ingin bepergian
ke suatu wmpat dengan menggunakan
mobil. namun ia meragukan apukah

timbal-bulik  antara  hakum  dan mobil  tersebut dapat membawnya
masyarakat. Pada tataran (coritis  sampai ke twjuan dengan  selamat.
544 Jurnal Flukam Supremasi, Vol T Ne.f, Oktober 2000 - Maret 3010

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta



ZULFADLI BARUS: PENGARUH LEGAL REASONING TERHADAP...

Akibal keragouan itw, maka orang
tersebut tentu tidak akan pernah sampai
d tujwan karena memang ia tidak
pernah menaiki mobil it Itulah
sebaboya cara kerja praktisi hulm
sangat dipengarubi oleh systemic legal
reasoming, schingga mereka lebih
concern pada ide penerapan hukum
ketimbang ide perubahan bukaem.
Berlainan dengan praktisi hukusn,
teoritisi hukum lebih cenderong bekerja
berdasarkan  asurmsi  bahwa hukmo
dibnat untuk  mengabdi  kepada
kepentingan-kepentingan  masyarakal,
sehingea hokum itm bukanlab scsuatu
yang final, sempwna dan tinggal
diterapkan, melainkan sebagai sesualu
yane masih  dapal  diperdebatkan
kebarlakuannya schingga eksistensinya
masih bisa dirubah karena bukan
mempakan sesualu yang suci dan
akomoedatif terhadap perobabhan rasa
keadilan vang hidup di tengah-tenpah
masyarakat, Hukom dapat
diperdebatkan bila in dienggap tidak
merupakan  representasi  alau A
dianggap bertontangan dengan  rasa
keadilan wang hdup dilensah-tengah
masyarakat, Hukum dilihat  sebagai
gejala sosial sehingpa ia adatah produk
wileraksi  sosial.  Itulah  schabnya
mingapa teoritisi huknm  cemderung
pada critical legal reasoming  yang
concern pada ide perubahan hukum
ketimbang ide penerapan  hulum.
Mengapa demikian? Karens mereka
melihd  posgizi hukam sebagal
“pelayan™ masyarakat dimana bukum
haras mengikuti komauan masyarakat

Mengingat hukum dapat berapa
struktur  sosial vang memiliki peran
penting dalam mengatar hubungan
antar individu yang bersifat perdata dan
hubungan antar individn dengan negara
dam atan antar negara yang bersifat
publik maka kalangan non hvknm pun
berkepentingan untk herbicara tentang

hukum karena mereka ponm  pada
akhirnys  akan  menjudi obyck
pengaturan hukum it sendin,

Pertanyaannya, model legal reasoning

apa vamg Televan denpan  mercka?

Menvrut saya, kalangan nom hakum

vang ikot serta dalam “perbincangan

halmn™, lebih  cocok  mereka
menggunakan criticed legal reasoning.

Alasamya adalab;

a. Kalangan non hukum akan lebih
familiar hila hukwm dilihat sebagai
gejala sosial dibandingkan dengan
hukum  dilihat  sebagal  gejala
normatif.

b, Kalangan non hokwn lebih familiar
dengan hvloim dilihat sebhagai ala
untuk  mewwudkan  keadilan
ketimbang melihat hukam sebagas
alat uniuk mowuyjudkan kepasiian
hdurm,

¢ Kalmgan non hakam lebih foniliar
bila hukum berfungsi sebagai alat
perubahan sosial ketimbang hukunt
dilihat sebagai alat Letertiban
sosial.

d. Kalamzan non hukun kebih Geniliar
bila  hokum dilthat sebapai
indepenclent  variable  sehingpa
keberlaknannya tergantung pada
faktor-faktor sosiologis dan bukan

Selaim i, dalam  menyclesaikan pada faktor-faktor yuridis semmata.

pekerjaannya, teorivisi hukam tidak e Bila ingin dilakokan penelitian,
terikat secara kelat denpgan deadiine kalangan non hokum lebih familiar
waktu seperti yang  dialami  oleh dengan penelitizm hukum
praktisi hukum. sosiologis ketimbany,
Jurnald Hukum Supremasi, Vol 1 Nat, DHaober 2009 - Marer 2000 545
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mengpunakan  penelitian  hokum

normatf,

Bila  chanalisis  lcbih  dalam,
ternvata posisi masing-masing  pihak
(prakusi hukum, feoritis hukum dan
kalangan non hukum) ketika berbicara
mengenal hubungan ttmbal-halik antara
hukim dengan 1masyarakat  1erlihat
menjadi dialektis (iesis, amb tesis dan
sintesis). Posisi praktisi hukum (tesis),
posisi kalangan non hukom (anti tesis)
dan teoritisi hukum (sintesis}.

Dilihat dan aspck-aspek (fenomena
hukiun, fyuan hekum dan  fungsi
hukum}), masing-maging pihak  baik
teoritisi  hukum dan  kalangan non
hukum memilih posiss berseberangan
{tesis dan anti tesis). Akibamva, bila
mercka berbicara tentang Thokwn wkan
sulit menemukan titik temue  karema
masing-maging mengpunakan asumsi
yang herbeds  Kalangan  praktis
hukum  memegang  asumsi  bahwa
hokum adalah gejala normatif vang
bertujuan nnmk mewujudkan kepastian
hukum dan karena hukum berfungsi
schagai  alat  wotnk  menerbbkan
magyarakat. Bila terjadi incfekivitas
hukom (berbeda antara faw in books
dengan Jaw in aciions), maka untuk
wengetalmi faktor-fakior penyebabnya,

praktisi  hulum  gkan melakukan
penelitiam  hnkun normatif  karena
hukwn  dilihat sebagai  independens

variable lowat library research, |tulah

sehingga  bila terjadi  inefekiivitas
hukurn, maka untak mengetahui faktor-
fakwr penyebabnya, kalangan non akan
melakukan penelitian hukwm sosiologis
karens  hukum  dilihat  sebagar
dependent  variable  lewat  fleld
resecrchi. Imlah sebabnyy mereka lebih
cenderung mengusung ide perubahan
hukum,

Sedungkan  sintesisnya  adalah
posisi  yang diambil olch teonitisi
hukum., Mengapa? Karcna teoritisi
lebih familiar terhadap kedua madel
fegal redsoning, baik yeng bercorak
Sysfentic maupun yvang bercorak critical
dengan  seperangkat  asumsi-asumst
yang mnenvertainya.  Jadi,  teoritisi
bhukum biass bekerja denpan  kedua
model  legal  reasoning  tersebut
tergantung  pada fujnan yang  ingin
dicapai dengan amalisis tersebut Bila
perubahan hukum adalah sesuatu yang
mpn dimju kareng dirasakan olam
vung berlakn sudah ewr of date
{ketinggalan jaman) kurena tidak lagi
mampu  menjawab tuntutan keadilan
vang  berkembang  dilengah-tengah
masyarakat, Namun bila hukom yang
berlaku 1ernyata masih  ideal dan
mgrmpu menjawab persoalan-persoalan
yang  berkembang ditengah-icngah
musyarakat (tuntutan keaditan) maka
hukum itn tidak perdu dirubah tetapi
tingeal diterapkan. Ariinva yvang harus
dirubah ity adalah perilako masyarakal

sebaboya mereka cenderumg  apar  menyesuaikan  din denpan
mengusung ide penerapan hukum. keinginan hukum yang berlaku,
Keadaan schaliknya  terjach Dalam  konteks iniliah teoritisi
dikalangan non hukum. Ketika mereka  hukum dapat melakukan sintests, yaita
berbicara  tentang  hnkum  maka  melakukan rekayasa melalui
digunakan asumsi babwa hukum adalah  penegakan hukum Yang dimaksud
eejala  sosial.  bertujuan  unmk  dengan  penegakan  hukuwm  adalah
mewitjudkan  keadilan dan  karena  bentuk  ketiga (sintesis}  antara
berfungsi sebagai alat perubshan sosial  penerapan  hukum  (tesis)  dan
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perubahan hukum (anii tesis). Karena
in mermpakan sintesis maka penegakan
hukum harns mengambil hal-hal positif
vapg terkandung pada penerapan
hitkum dan perubahan hukuym namun
bersgmaan dengan itu menghilangkan
gisi-sisi megalil yang mclekal pada
penerapan hukum  dan  perubshan
hukmm. Karenanya pabunpgan  antara
hal-hal yang positif pada perubahan
hukum dan penerapan hukam menjadi
bentuk ketiga vang lebih tinggl dan
kednanya, Kelemahan ide penerapan
hulom terletak pada asumsi bahwa
hukum itu telah final sehinpga tinggal
diterapkan, Sedangkan kelemnahan pada
ide perubahan hukum adalah seolah-
olah hukum it damggap belum [nal
schingga masih  perlu  diperbaharni
demgan  asumsi  perubahan  hulum
moenyebabkan  praktisi hukum  sulit
untuk menvelesaikan tugas lepat waktu
sedangkun  menggunakan  asumst
penerapan hukum, seolah-olah keadilan
it sebapai sesuatu yanu lidak pemah
berubah. Padahal rasa keadilim it
berubah mengikoti perubahim vang ada
ditengah-tengah masyarakat.

Melalui ide penegakan hukuooe,
unsur-gosw  perubahan hokum  dan
pencrapan hukum merupakan 2 (dua)
hal yang sama-sama diperukan agar
bermanfaat, seperti mala nanp denpan 2
{dua) sisi. Bila hunya ada sato gisi s3ja,
maka wang loraebut  tidak  akan
bermanfaat alias tidak laku schaga alat
mkar, 1Dengan kata penegakan
bukum, kelemahan-kclemahan vang
melckat pada perubahan (kekosongan
hukurn} dan kelemahan pada penerapan
bukum (penekanan yang berlebihan
ierthadap  kebcbasan) dapat  diatasi,
Artinya  dengan  penegakan  hukum
disatu pihak kehebasan diberikan tetapi

tidak mengarah ke anarki ahiag
kebebasan yang Dertanggung jawab.
Dengan  perubahan  Iwkum  yang
menjamin kepastian dan atau kepustian
hulum  ysng memberl ruang  yang
coknp untuk rasa  kemddilun  yang
wumbuh  dan  hidup  ditengah-lengah
masyarakat.

6, Dampak Kesalahan FPenerapan
Legal Reasoning Sebagai Metode
Analigis Hulmm
Dapal disimpulkat bahwsy

profesionalilas penegak hukum bukan
terletak pada atribut-atribat  artificial
vang melekat  seperld, pangkat,
jabatan, dan income yang besar
melainkan pada konsistensinya dalam
menerapkan  sistern berpikir  {(fegef
reasoming) dalam analisis hukwn yang
ditangani Apalagi kalan atribut-atinibut
radi dipercleh dengan cara menjadikan
hdum  schapai “barang  dagangan™
Mereka  yang  bekenma  secara
serampimgan il tidak layak dizebut
sebagai prolessional melainkan adalah
“the bewraval  of  professionals”.
Mereka imiladh  scbenarnya  scbagai
konteibutor yang menyebabkan carut-
mammmya wajah penegakan hukum di
Repubbk m schingga tidak terlale
salah  bila masyarakat mempuanyai
pameo bukan berani membcola yang
henar, telapi berani membela  yang,
bayar.  Perilalm para sarjana hulam
vang seperti inilah yang pada akhimya
menyebabkan apresiasi masvarakat
wrhadap profesi hukum menjadi rendah
dan kalah terhormat dari profesi-profis
lainnya.

C. PENULLPY
1. Kesimpulan

Analisiz tentang hubungan limbal
balik antara hulom dan masyarakat
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dapat menggunakan instrumen yang
disebut fegal reasoning dengan 3 (g
model,  vailn:  Sweemic  Legal
freasoming, Critical Legal Reasoning
dan Reflective [epal Reasoring.

Dilihat dari cara kerja praklisi

hukum {professional lerwyery),
Pengacara, polisi, jaksa dan hakim,
mereka  dipengamuhi oleh  model

Svstemic fegal HReasoning. IImowan
oon hukum  {ekomom,  politisi,
budayawan  dan  lain-lain), melihat
hubungan hykwn dan masyarakat akan
terpengaruh  dengan model  Oritical
Legal Reasoming. Sedmnpkan teoritisi
mkum (geademic  lowyers): Dosen,
peneliti dan pengamat akan banyak
dipengamhi oleh model  Refective
Legal Reasoming. Tosisi-posisi tersebut
menunjukkan pola  dialekts karena
posist praktsl hokom (tesis), ilmuwan
non  hokem  (antitesis) dan  teontisi
hulaun (sintesig),
2. Saran

Last but mend feast, melalui tulisan
ini penulis ingin membantah pendapat
sebagizn kalangan masyarakat yang
meragukan hodmm il adalsh ilmw
karena iermyata hukom adalah il
karena memiliki instrumen memiliki
paradigma. konsep, toorl dan tetode
sebagai instrumen analisis  (Jewol
reavoning),  baik  dalam  tasean
pelaksanaan hukuom, tataran perubahan
hukum dan tataran pencgakan hukum.
Semua  itm dilakukan  dengan
menerapkan  prpsip-prinstp  ilmiah
(obyektivitas, konsistensi dan utilitas).
Akhirnya saya lurharap para sarjana
hukum melakukan infrospeksi secara
Sunggub-sungguh  dan  tidak  perlu
sahng menyalahkan satn sama laim,
apakah kita telah tepat menerapkan
legal reasoning kelika kit menyusun

ZULFADLI BARUS: PENGARUH LEGAL REASONING TERHADAP...

memorandumn  hukom?  Bila  tidek,
mmlailah dari sckarang bertekad untuk
berubah dari posisi sebagai the betrayal
af professionals menjadi professional
fvyers demi merubah citra profesi
hukvim itw sendin. Bila kita tidak
menghargai dinn  sendiri, bagaimana
mungkin orang lan akan menghargai
kita.

ltnlah sebabnya perbaikan citra
profesi bukum merupakan {anggung
jawab seluruh sarjana hukwm  pada
umunwya dan praktisi hukuwm pada
khususnya {(Polisi, Jaksa Penparaca
dan Hakim), dengan cara harus benar-
bepar beketja secara metedologis guna
menepis keraguan masyarakat lersebut
scrbani mengembalikan  kenmliaan
profesi hukwm seperti profesi-profesi
laintiya yang terhormar.
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